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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
| Sumber daya hutan sebagai modal pembangunan mempunyai manfaat yang nyata
bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya,
maupun ekonomi. |

Luas kawasan hutan Indonesia adalah 143 juta ha dan merupakan sumber'daya yang
mendatangkan kapital besar. Kegiatan eksploitasi hutan tercatat telah dimulai pada era
antara tahun 1965-1970, yang dilakukan oleh masyarakat.

Mulai pada awal 1970-an, ekploitasi hutan “ditertibkan” melalui pemberian izin
pengusahaan hutan oleh pemerintah kepada badaan-badan usaha yang berbadan hukum dan
.memiliki kapital yang memadai. Model pertama izin pengusahaan hutan adalah Hak
Pengusahaan Hutan (HPH), yang kemudian bertambah dan berkembang dalam bentuk lain
seperti Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK),
Hak Izin Pengusahaan Hasil Hutan (HIPHH), dan sebagainya. Melalui izin pengusahaan
hutan tersebut, praktek eksploitasi hutan dibekali dengan aturan perundangan yang memuat
sistem pengelolaan dan pemanfaatan, kewajiban dan sanksi, dengan satu sasaran yaitu

tercapainya asas kelestarian sumber daya hutan.'

I Sur)(apto et. al, /llegal Logging “Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan di Indonesia”, Balai
Penclitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan, 2004, hal |



N

Dalam perjalanannya, selain memberi dampak positif, pengelolaan dan pemanfaatan
hutan juga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terdegradasinya sumber daya
hutan, baik diakibatkan oleh pelanggaran maupun karena akses perubahan atau proses
penyempurnaan terrhadap sistem pengelolaan itu sendin.

Proses pengrusakan hutan sesungguhnya telah dimulai dari awal praktek ekploitasi
hutan dilakukan, pada era HPH hingga era sekarang. Namun demikian, praktek eksploitasi
secara tidak sah (illegal) dapat dikatakan baru dimulai sejak era pemberian izin Hak
Pengusahaan Hutan pada awal 1970-an.

Praktek-praktek illegal lebih cenderung dianggap sebagai sebuah pelanggaran,
dengan tingkat penyelesaian yang lebih dominan pada sanksi administrasi. Istilah illegal
logging pun belum menjadi trend, karena aspek keilegalannya menjadi terbungkus
sedemikian rupa dengan legalitas izin penyelesaian melalui pemberian sanksi administrasi.

Pada kurun waktu antara 1998-2004, perjalanan pengelolaan hutan mendapat
sorotan tajam dari dalam maupun luar negeri. Pada kurun waktu tersebut, telah terjadi
ledakan pengrusakan hutan akibat praktek eksploitasi yang tidak terkendali. Hal ini ditandai
dengan muncul dan maraknya praktek eksploitasi hutan oleh pelaku-pelaku baru yang tidak
memiliki izin atau memanipulasikan izin pemanfaatan.?

Pada era ini, hutan tidak lagi dimaknai sebagai bagian dari salah satu penentu sistem

penyangga kehidupan. Hutan secara utuh telah menjadi bagian dari sistem kapitalis yang

2 1bid hal 3



harus dieksploitasi, sehingga aspek sosial, religi, budaya dan aspek lingkungan hutan sudah
menjadi pudar. Di banyak tempat, pengrusakan hutan dalam praktek eksploitasi ini semakin
meluas dan telah menjadi tindak pidana yang terorganisir, bahkan sudah menjadi organisasi
industri yang dibiayai orang-orang tertentu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Dalam keprihatinannya, berbagai pakar barulah kemudian memberi peristilahan pada
kondisi tersebut sebagai pmhek—p@ek “illegal logging”.3

lllegal logging didefinisikan oleh BBPK (Balai Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan) Kalimantan sebagai praktik eksploitasi hasil hutan kayu secara tidak sah dari
kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran
kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah tersebut.’

Suripto, mantan Sekjen Departemen Kehutanan berpendapat bahwa :

lllegal logging merupakan masalah utama di Departemen Kehutanan, karena
masalah ini dapat memberikan dampak yang luar biasabagi peradaban dan generasi
yang akan datang. Dengan penebangan liar maka seluruh biodiversity dan kekayaan
alam (termasuk kayu) dapat punah, sehingga generasi mendatang hanya mengetahui
dari buku-buku saja tetapi tidak menyaksikan langsung kekayaan mega biodiversity
hutan tropika Indonesia.

Peredaran hasil hutan ilegal dan penebangan liar di Indonesia merupakan
masalah yang sangat komplek karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai
kepentingan dan jaringan, baik di instansi fungsional Departemen Kehutanan,
maupun instansi lainnya serta jaringan pasar di dalam negeri dan di luar negeri.
Sejak timbulnya krisis ekonomi sampai dengan sekarang adalah percepatan laju
deforestasi sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan, laju deforestasi

sebesar 1,7 juta ha per tahun sebagai akibat dari semakin maraknya perambahan
hutan, penjarahan dan penebangan liar.’

3 Ibid hal 5

* Edwin Martin

s » “Mewariskan Hutan Warisan Nenek Moyang”, Sumatera Ekspress, 29 April 2005, hal 4

Suripto, “Hutan dan Masalah Illegal Logging”, Republika, 11 Januari 2003, hal 14.



lllegal logging tidak hanya bermakna sebagai penebangan haram tetapi menyangkut
pula kegiatan tidak sah (illegal) aspek perdagangan dan penyelundupannya.

Praktik illegal logging menjelma menjadi ledakan sistem pengrusakan sumber daya
hutan di Indonesia. Sumber daya hutan di Indonesia secara hebat terus terdegradasi dengan
percepatan yang selalu bertambah dalam kurun waktu yang berbeda. Sebagai analogi, tiap
menit, hutan alam Indonesia hilang seluas enam kali lapangan bola.®

Kejaksaan Negeri Sangatta (2003) mendefinisikan, Hllegal Logging yaitu:

“Sebagai bentuk kegiatan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil

hutan didalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang

berwenang dan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang
tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Pengertian tersebut didasari alasan bahwa illegal logging tidak hanya kegiatan
penebangan hutan secara liar saja, tetapi juga mengenai keseluruhan proses kegiatan yang
berhubungan dengan proses pemanfaatan hasil hutan berupa kayu secara tidak sah atau
tanpa ijin dari aparat yang berwenang, termasuk peredaran kayu, yang meliputi
mengangkut, memiliki, atau menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan dari aparat yang berwenang.
Dari sisi ekonomi, praktek penebangan liar telah merugikan negara sebesar + Rp.
30,4 Trilyun per tahun. Dari aspek ekologi, penebangan liar telah menyebabkan

ketidakseimbangan lingkunan atau ekosistem. Berdasarkan data dari Departemen

¢ Edwin Martin, op cit



Kehutanan tahun 2005, laju kerusakan hutan nasional setiap tahunnya mencapai 2,83 juta
hektar.”

Sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Sumber Daya Hutan
melalui kegiatan per_ﬁbarantasan penebangan liar dan penyelundupan kayu khususnya di

wilayah Sumatera Selatan, Menteri Kehutanan M.S. Ka’ban menemukakan sebagai berikut

“Kasus illegal logging di Sumatera Selatan cukup tinggi. Hampir 59 juta hektar
(30%) hutan di Indonesia mengalami kerusakan alias terdegradasi. Untuk mengatasi
kerusakan hutan lebih hebat lagi, Ka’ban secara resmi mengingatkan kembali
perihal program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Gerakan ini tidak

harus dengan kapitalisasi besar, cukup dimulai dengan menanam satu pohon setiap

jiwa di Indonesia™.®

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dan

pembahasan yang kemudian ditulis dalam karya tulis ilmiah yang bersifat skripsi dengan

judul :

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengambil perumusan permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Pelaku illegal logging ?

7 A .

Guber{lur Rla.u, Perananan dan Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam Pemeberantasan IHegal Logging”,
?al I (disampaikan pada lokakarya nasional tentang pemberantasan illegal logging)

lllegal logging Sumsel tinggi , Sumatera Ekspress, 1 Agustus 2005, hal 15



2. Bagaimanakah praktek peradilan pidana terhadap kasus-kasus illegal logging?

C. Tujvan Penelitian
1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging
2. Untuk mengetahui praktek peradilan pidana terhadap kasus illegal logging
)
D. Kegunaan Penelitian
Hasil dani penelitian ini dibarapkan dapat berguna untuk dua hal, yaitu :
1. Kegunaan Praktis, yaitu untuk menambah bahan informasi khususnya bagi

instansi terkait dalam usahanya melakukan pembaharuan hukum pidana.

)

Kegunaan teoritis, yaitu untuk melengkapi dan menambah bahan-bahan
penelitian yang sudah ada yang menyangkut jenis-jenis sanksi khususnya
mengenai kebijakan penetapan oleh lembaga legislatif dalam rangka upaya

penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging.9

E. Metode Penelitian
1. Obyek Penelitian
a. Perundang-undangan mengenai Kehutanan.

b. Hasil Penyelidikan dari kepolisian

9 o e .
"l)lémy Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal



2. Pendekatan Masalah
a. Yuridis Normatif yaitu dalam mencari data yang dipergunakan dengan
berpegang pada segi-segi yuridis
b. Yuridis Empiris yaitu dalam mencari data yang digunakan yaitu pendekatan
di lapangan.
c. Yuridis Komparatif : dalam mencari data yang dipergunakan yaitu dengan
melihat apa yang ada di lapangan dan yarig ada didalam aturan hukum.
Kemudian dari data yang didapat tersebut dapat dilihat apakah keduanya itu

sejalan.'o

3. Jenis dan Sumber Data.
a. Jenis data
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan
- b. Sumber data
1. Data primer, diperoleh dari masyarakat yaitu perilaku warga masyarakat
- melalui penelitian

~ 2. Data sekunder, yaitu mencakup peraturan-peraturan, makalah-makalah

seminar, majalah, koran."!

:‘: Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Sinar Grafika, Jakarta 1991, hal 17.
Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Universitas Indonesia, 1984, hal 11-12.



4.1 okasi dan Penentuan Sampel Penelitian
a. Lokasi Penelitian.
Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera
Selatan
b.Penentuan Sampel Penelitian.
1. Populasi Penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah Dit. Reskrim Polda Sumsel
2. Pemilihan Lokasi
Dalam penelitian ini maka lokasi yang dipilih adalah Provinsi
Sumatera Selatan. Karena didaerah ini sudah sering terjadi illegal
logging yang sudah ada putusannya.
4. Responden yang diwawancarai :
Terdin dan beberapa pejabat instansi yaitu Staff Dinas
Kehutanan Tingkat 1 Sumatera Selatan yaitu Bapak Ir. Hendro
Pranoto dan Dit Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
Bapak AKP. Tito Dani, S.H, S.T
5. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data maka diperoleh data dengan :
a) Studi kepustakaan

b) Pengamatan



¢) Wawancara
d) Daftar pe:rtanyazm.l2
6. Teknik Penyajian Data dan Analisis
Data yang telah terkumpul disampaikan dalam bentuk uraian,
kemudian dalam menganalisis data yang digunakan adalah
dengan analisa kwalitatif, maksudnya data yang diperoleh
kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa

secara kwalitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan

dibahas.”

F. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan serta
pengalaman penulis, maka agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, ruang
lingkup penulisan adalah membahas upaya penegakan hukum terhadap pelaku illegal

logging.

12
5 Ibid, hal 51
P. Joko Subagyo, “Metode Penelitian dalam Teori dan Prakiek”, Rincka Cipta, Jakarta, 1991, hal 106.
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